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MOTTO 

 “Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu, dan 

boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah 

Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”                                       

{QS. Al Baqarah : 216} 
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ABSTRAK 

 

PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP 

TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG 

MENCABUT PERKARA BANDING 

(PUTUSAN HAKIM NO.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG) 
Oleh : 

Edwin  

 

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan 

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Tindak Pidana Korupsi adalah 

suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, atau penyelewengan 

atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Upaya 

hukum banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan 

pengadilan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan 

asas kepastian hukum dalam putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana 

korupsi dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada putusan hakim 

No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG. 

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan 

menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dan bersifat deskriptif. Penelitian 

ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu 

Interviu/Wawancara dengan Hakim Pengadilan  Negeri Palembang Klas IA 

Khusus dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research).  

Berdasarkan hasil analisa data diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

akibat hukum dari terdakwa yang mencabut banding adalah sebagaimana putusan 

hakim yang terakhir, karena putusan majelis hakim yang terakhir mengikat secara 

materil  dan formil kepada terdakwa. 

 

Kata Kunci : Asas Kepastian Hukum, Korupsi, Upaya Banding 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum yang mana telah tertuang di 

dalam pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang Dasar 1945, bahwa segala aspek 

kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus 

senantiasa berdasarkan atas hukum. Korupsi merupakan perbuatan yang 

sangat merugikan perekonomian suatu negara, Indonesia sendiri merupakan 

negara yang banyak mengalami permasalahan korupsi, permasalahan korupsi 

di Indonesia bahwasannya bertentangan dengan konsep negara hukum, 

bahkan korupsi dapat merusak cita-cita negara hukum, karena. 

1. Korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia; 

2. Korupsi merusak tatanan sistem hukum yang berakibat tidak berjalannya 

penegakan hukum, sehingga kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan 

tidak dapat terwujud; dan 

3. Korupsi memiliki dampak terhadap kerugian ekonomi negara bahkan 

masyarakat.1 

Ahli hukum pidana mengklasifikasikan hukum pidana kedalam dua 

kelompok besar yaitu pidana umum dan pidana khusus, tindak pidana korupsi 

sendiri berada didalam ruang lingkup hukum pidana khusus, yang mana 

terkait dengan hukum pidana khusus maka tindak pidana korupsi dasar 

hukumnya diatur diluar KUHPidana. 
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Di Indonesia korupsi telah marak dan telah lama berkembang dan 

menjamur dikalangan masyarakat. Secara etimologis, korupsi berasal dari 

bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus, dan istilah bahasa Latin yang 

lebih tua dipakai istilah corumpere. Arti harfiah dari kata itu adalah 

kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak 

bermoral dan penyimpangan dari kesucian.  

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang 

merupakan manifestasi dari perbuatan, korupsi dalam arti luas 

mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang 

pegawai negeri atau seseorang yang mempunyai jabatan umum yang patut 

atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan akibat hukumnya yang 

berhubungan dengan hukum pidana. 

Harapan besar akan terwujudnya pencegahan dan pemberantasan 

korupsi sebagaimana cita-cita luhur reformasi yang digelorakan oleh elemen 

bangsa saat itu, ternyata hanya tinggal harapan. Pada saat ini, tindak pidana 

korupsi bukannya hilang terkikis oleh “taring” penegak hukum, akan tetapi 

oleh banyak pengamat dan penggiat anti korupsi, korupsi dinilai semakin 

menjadi-jadi.  

Apabila di era Orde Baru bahkan era Orde Lama korupsi hanya 

dilakukan oleh kalangan eksekutif dan terjadi pada level atas, kini korupsi 

telah merasuki pula ke kalangan legislatif, yudikatif dan masyarakat yang 
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memiliki kepentingan dengan berbagai cara baik yang dilakukan secara 

pribadi maupun yang dilakukan secara bersama-sama.2 

Seiring berjalannya waktu Negara Republik Indonesia membentuk 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 

No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Di imbangi dengan berbagai ketentuan dan kaidah hukum yang 

berlaku  Undang-Undang tindak pidana korupsi ini yang pada dasarnya 

memberikan suatu pemaksaan untuk menunjukan adanya keinginan 

memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal 

objektif dalam suatu pengambilan keputusan oleh hakim dalam memberikan 

putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan adanya 

ketidak percayaan masyarakat luas terhadap kinerja hakim itu sendiri dalam 

hal memutus suatu perkara tipikor. 

Dalam pengambilan putusan, hakim mengadakan musyawarah setelah 

terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan 

ruangan sidang. Diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP bahwa sedapat 

mungkin musyawarah majelis hakim merupakan hasil pemufakatan bulat, 

kecuali jika hal ini telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai 

maka belaku ketentuan sebagai berikut : 

 

                                                           
1 https://tagorlaweducation.blogspot.com, pemberantasan korupsi dalam teori, diakses pada 

tanggal 13 Oktober 2018. 

 
2 Ruslan Renggong, 2015, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP, 

Makassar: Kencana,  hlm 58. 
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a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; 

b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan 

yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan 

bagi terdakwa.3 

Keputusan hakim dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 182 ayat (4)  

bahwa pengambilan keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan segala 

sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan 

hakim tersebut akhirnya menjadi sumber hukum bagi pengadilan yang biasa 

disebut hukum yurisprudensi. 

Upaya hukum dapat dilakukan oleh terdakwa maupun penuntut umum 

jika merasa tidak puas atau merasa putusan hakim pengadilan negeri kurang 

adil, dalam KUHAP upaya hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu upaya 

hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, dalam kasus perkara tindak pidana 

korupsi pada putusan hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG dimana 

terdakwa atas nama SODIRIN Bin MARZUKI melakukan upaya hukum 

banding (Pasal 67 KUHAP), upaya hukum banding boleh diajukan kecuali 

terhadap putusan yang mengandung pembebasan pelepasan terdakwa dari 

segala tuntutan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) KUHAP   

terdakwa maupun penuntut umum berhak untuk mencabut banding. 

Pada perkara tindak pidana korupsi No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG 

terdakwa SODIRIN Bin MARZUKI dituntut oleh jaksa penuntut umum 

pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada 

                                                           
3 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 282-283. 
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dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00- 

(dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Namun majelis 

hakim menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan penuntut umum, yaitu 

pidana penjara 4 (empat) tahun, subsider 2 (dua) bulan kurungan, dan 

Sub.denda Rp.214.000.000,00- (dua ratus empat belas juta rupiah). 

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, harus profesional dan 

memiliki integritas moral yang tinggi dalam melakukan tugasnya sebagai 

penegak hukum, hakim juga harus memiliki pertimbangan-pertimbangan 

dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

terdakwa harus memberikan putusan yang adil dan kepastian hukum. Dalam 

kasus putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap terdakwa tindak 

pidana korupsi dengan nomor putusan 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG 

terdakwa mengajukan upaya hukum banding, namun terdakwa mencabut 

perkara bandingnya kembali, dalam hal pencabutan perkara banding ini 

terdakwa beralasan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, dan menerima 

putusan hakim. Upaya banding yang diajukan memiliki tenggat waktu selama 

7 hari sejak setelah majelis hakim membacakan putusannya, apabila selama 7 

hari terdakwa atau penuntut umum tidak mengajukan banding maka yang 

bersangkutan dianggap menerima putusan. Pencabutan banding sendiri telah 

diatur dalam Pasal 235 KUHAP, upaya banding yang telah diajukan selama 

perkara banding itu belum diputus oleh Pengadilan Tinggi maka banding 

dapat dicabut, dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu 

tidak boleh diajukan lagi. 
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 Jika banding sudah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus 

sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka 

pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh 

pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya, pada pencabutan upaya banding 

yang telah diajukan oleh terdakwa dapat memberikan akibat hukum bagi 

terdakwa itu sendiri, dan menguatkan putusan majelis hakim tanpa adanya 

perubahan dalam putusan hakim. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik merumuskan skripsi 

yang berjudul : 

PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA 

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENCABUT PERKARA BANDING 

HUKUM BANDING (Studi Kasus Putusan Hakim No.12/Pid.Sus-

TPK/2018/PN PLG). 

 

B. Permasalahan  

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat ditarik 

permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut : 

1. Apakah akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang 

mencabut upaya hukum banding dalam perkara putusan hakim 

No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG ? 

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada putusan hakim 

No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG ? 
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas dan agar tidak 

terjadinya pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka yang menjadi 

titik berat penelitian ini adalah Akibat hukum terhadap terdakwa tindak 

pidana korupsi yang mencabut upaya hukum banding pada putusan hakim 

No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG dan Dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada putusan 

hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG.  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang  : 

1. Akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mencabut 

upaya hukum banding dalam perkara putusan hakim No.12/Pid.Sus-

TPK/2018/PN PLG. 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 

tindak pidana korupsi pada putusan hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN 

PLG. 

 

D. Definisi Konseptual 

1. Asas adalah dasar atau hukum dasar yang menjadi acuan berpikir 

seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting.4 

                                                           
4  https://kbbi.web.id, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses pada tanggal 13 Oktober 

2018. 
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2. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur 

tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian 

didalam masyarakat.5 

3. Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili 

di sidang pengadilan.6 

4. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang mengandung unsur-unsur 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi 

pidana (hukuman) bagi yang menimbulkannya.7 

5. Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, 

penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi 

dan orang lain.8 

6. Banding adalah suatu upaya hukum bagi terdakwa maupun penuntut 

umum untuk  melawan putusan hakim pengadilan negeri.9 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis 

Penelitian hukum empiris, dan bersifat deskriptif. 

2. Sumber Data 

                                                           
5  Yulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7. 

6  Ibid, hlm 62. 

7 Andi Hamzah, Op Cit., hlm 65. 

8 Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 137. 

9 Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder, yang mana diperoleh dari : 

Data Primer : Interviu/Wawancara dengan Hakim Pengadilan  Negeri 

Palembang Klas IA. 

Data Sekunder meliputi bahan pustaka yang terdiri dari : 

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan 

mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan, aturan dasar dan 

Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  

undang undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan 

tentang bahan primer seperti buku, laporan penelitian dan lain-lain. 

- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan 

hukum sekunder seperti kamus hukum, buku pegangan, dan 

internet. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

data primer dan sekunder, yang mana data primer melalui studi 

wawancara/interviu untuk memperoleh informasi sedangkan data sekunder 

yaitu melalui  studi kepustkaan (library reseach) untuk mendapatkan data 

dengan mengkaji dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. 
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4. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh di analisa dan menghubungkan berbagai hasil 

penemuan secara kualitatif artinya data dikaji dan diuraikan secara teratur, 

sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, agar dapat dipahami 

secara umum dan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang umum. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan  

sistematika sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka yang berisikan tinjauan umum putusan 

hakim, pengertian tindak pidana, tinjauan umum tindak 

pidana khusus korupsi, pengertian asas kepastian hukum 

dan pengertian upaya hukum. 

Bab III. Pembahasan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap 

terdakwa tindak pidana korupsi yang mencabut upaya 

hukum banding pada putusan hakim No.12/Pid.Sus-

TPK/2018/PN PLG dan Dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap terdakwa  tindak pidana 

korupsi. 

Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

Daftar Pustaka 

       Lampiran-Lampiran 
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